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Tanpa Proses Pengadilan

Pemeprintah Ingin Atur Perampasan Aset

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif
Hiariej ingin Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan
Aset juga mengatur soal perampasan atau pemulihan aset
dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Usulan
tersebut | respon

Eddy menjelaskan, sistem hukum di S
hanya mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan
melalui putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah
conviction-based asset forfeiture (CBAF). Menurutnya, RUU
Perampasan Aset ke depan perlu mengatur sebaliknya, bahwa
pemulihan aset bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan atau
dikenal dengan ah non-conviction based asset forfeiture
(NCBAF).

“NCE [NCBAF] ini yang harus dikelola, karena dia bukan
hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata,” kata
Eddy dalam rapat penyusunan Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9/2025).

Eddy berpendapat, RUU Perampasan Aset mestinya dibahas

BONYAMIN SAIMAN

setelah revisi KUHAP dan KUH Perdata seles:
mendukung DPR untuk mulai RUU

Namun, dia

mang tidak mudah seperti dikatakan oleh Pak Ketua,” katanya.
i hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Ke-

Aset pada 2025 karena harus menerima dari

pihak.

“Tapi kami setuju dengan Baleg, bahwa kami mulai merintis
dari tahun 2025, entah kapan selesainya kami butuh meaningful
participation,” kata dia.

Eddy dalam kesempatan itu juga menolak penggunaan
istilah "perampasan” dalam RUU Perampasan Aset. Menurut
a, istilah tersebut tak dikenal dalam hukum internasional,
melainkan asset recovery atau pemulihan aset.

“Asset y tidak sebagai n aset
tapi pemulihan aset. Perampasan aset adalah bagian kecil dari
pemulihan aset,” katanya.

Eddy mengatakan ada tujuh langkah dalam proses pemulihan
aset. Dia gaku pernah itian tentang hal itu
selama tiga tahun dan tidak mudah. “Kami pernah melakukan
penelitian panjang tiga tahun tentang asset recovery dan me-

rupsi (MAKI) Bonyamin Saiman mendukung rencana
tersebut. Bahkan, kata dia, hal tersebut sudah dilakukan di
beberapa negara.

“Yang mana, itu diduga sudah tidak jelas asal-usulnya.
Kedua, tidak sesuai profilnya,” tegas Bonyamin kepada Rakyat
Merdeka, Jumat (19/9/2025).

sedangkan, Anggota Komisi Il DPR Nasir Djamil menilai
Pemerintah harus lebih detail menerangkan keinginannya
tersebut. Termasuk contoh kebijakan yang sama dari negara
lain. “Saya pikir Pemerintah perlu menjelaskan secara detail dan
best practice-nya di negara lain,” ungkap Nasir kepada Rakyat
Merdeka, Jumat (19/9/2025).

Untuk ui Saiman dan
Nasir Djamil soal per
aset atau pemulihan aset lanpa pengadilan, berikut
wawancaranya.

dari Bony

NASIR DJAMIL

Koordinator MAKI

Beberapa Negara
Sudah Menerapkan

Apa pandangan Anda dengan
keinginan Wamenkum agar RUU
Perampasan Aset juga mengaur
soal pe
et dllakuban tanpa harus melalui
putusan pengadila

Beherapa negara. biasa melakukan
perampasan asel tanpa melalui proses
pengadilan,

Negaramanasajayang menerap-
kan hal tersebut?

Beberapa negara yang herlaku
perampasan aset termasuk Australia,
yang mengimplementasikan me
kanisme unexplained wealth order
{UWO). Inggris Rava. yang proses
perampasannya didasarkan pada
undang undang seperti Proceeds
af Crimme Act 2002 dan Criminal
Finances Aer 2017, Negara negara
ini menggunakan berbagai metode
termasuk penyitaan uang tunai.
pemulihan perdata, dan mekanisme

bisa dipertang
dikembalikan.

UWO yang mengharuskan terduga

Negara membekukan dulu, atau
bahasa kerennya merampas.
Kalau nanti dia bisa membuktikan
dengan data yang paling

gungjawabkan
sangkutan. yang merasa punya, itu
disuruh Kalau tidak bﬁa

asal harta

Apa alasan dilakukan sistem
seperti itu?

Tidak dapat warisan atau bisnis.
1iba-tiha di rekeningnya atau asetnya
besar. Misal berupa tanah. saham.
dan sehagainya. Ya dirampas dulu.
nanti kepada yang bersangkutan baru
disuruh menjelaskan. Supaya fidak
hilang nanti. Sedangkan, misal saja
dihilangkan menjadi berupa saham
atau bitcoin. kan sudah tidal bisa dike
jar lagi. hanya memenjarakan arang,

Untuk istilahnya sudah tepat
jika disebut perampasan aset?
Nah ini maksudnya istilahnya
dibekukan sebenarmya, bukan diram
pas. Sebenarnya ini hanya istilah lain
vang lebih keren. ya supaya keren
ja perampasan i, Sebenarnya ini
ckukan. nanti kepada vang ber

menjelaskan. va dirampas. @npa harus
melalui mekanisme persidangan

Bagaimana jika orangnya tidak
hadir untuk menjelaskan?
Misalnya, setelah dibekukan tidak
muncul karena takur, kalau muncul
malah ketahuan dia. Misalnya hasil
judi, narkoba. hasil kejahatan kejahatan
Tainnyz. Jadi ini mekanisme i pengen
bangan dari pembuktian terbalik

Anda mendukung rencana ini?

Sepanjang undang undangnya
disahkan. ya tidak masalah. Negara
membekukan dulu, atau bahasa ke
rennya merampas. Kalau nanti dia
bisa membukikan dengan data yang
paling bisa dipertanggungjawabkan
va dikembalikan harta-harta itu. Tapi
kalau nanti datanya palsu. malah
kena lagi. m e

Anggota Komisi Il DPR

Pemerintah Jelaskan
Secara Detail Dulu

Jika ingin melakukan
perampasan aset tanpa
mekanisme pengadilan,

saya pikir Pemerintah perlu
menjelas-kan secara detail dan
best practice-nya di negara lain.

Apa pandangan Anda dengan
keinginan Wamenkum agar RUU
Perampasan Aset juga mengatur
soal perampasan atau pemulihan
aset dilakukan tanpa harus melalui
putusan pengadilan?

Ada dua istilah yang selama ini
diberlakukan. penyitaan dan peram
pasan. Penyitaan sebagai bagian dari
barang bukii. Adapun perampasan
dilakukan setelah putusan hakim
berkekuatan hukum tetap

Lantas, Anda setuju atau tidak
dengan keinginan Pemerintah terse-
ut?

Jika ingin melakukan perampasan
aset tanpa mekanisme pengadilan,
saya pikir Pemerintah perlu menjelas
kan secara defail dan best practice
nya di negara lain

Menurut Anda, hal apa yang
ij oleh i

terkait usulannya tersebui?

Wacana tanpa mekanisme penga
dilan dalam upaya perampasan aset
hasil tindak pidana perlu dielab
orasi secara tecukur dan teratur.
Agar penegakan hukum tidak
melanggar hukum dan hak asasi
kepemilikan benda yang diatur
dalam konstitusi.

Lantas, bagaimana dengan Ran-
cangan Undang Undang (RUU)
Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dan RUU
Perampasan Aset?

Menurut saya. memungkinkan un
tuk dibahas secara paralel di Komisi
111 DPR. Teknisnya bisa paralel atau

Kami siap membahas RUU Pe
rampasan Aset apabila sudah resmi
diserahkan nleh Badan Legislasi
{Baleg) DPR. Saat ini. Baleg telah
mengusulkan RUU tersebut masuk
dalam dafiar prioritas legislasi
2025

Proses selanjutnya bagaimana?

Nanti dibahasdi Panja, yang penting
kemauan yang ada itu dikclola dan
dijaga. sehingga harapan Presiden
Prabowo Subianta bisa ditindaklan
jutl oleh pembentuk undang undang,
dalam hal ini DPR

Mengenai pembahasan RUU
Perampasan Asenya. apakah akan
lahun 2025

apa yang di n, mana yang
perla diselesaikan

Jadi Komisi [1l DPR akan mem
bahas RUU Perampasan Aset
ya?

harus

i7

Soal ini Knmlﬂ 111 DPR menyerah
kan sepenuhnya kepada pimpinan
DPR dan Fraksi-Fraksi di DPR. Kami
ini para "korea korea” menjalankan
putusan pimpinan soal legislasi. = nnm
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